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ABSTRAK 
 
 
Kasus sengketa yang terjadi di Kabupaten Jombang antara pihak penyewa 
dalam hal ini Kepolisian Resort Jombang dan pihak pemilik tanah yang bernama 
Sukartiko Tandyadjaja berawal dari perjanjian sewa menyewa atas tanah Negara 
bekas Eigendom Verponding Nomor 4888, beralamat di jalan Kyai Haji Wackhid 
Hasyim, Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.  
Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang 
apakah penyewa dapat melakukan permohonan Hak Pakai dari Tanah Negara 
Bekas Eigendom Verponding dan apakah permohonan perpanjangan Hak Guna 
Bangunan dapat diberikan kepada pemegang Hak Atas Negara Bekas Eigendom 
Verponding.  
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustka atau bahan 
hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan menggumpulkan data dilakukan 
dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan 
konseptual.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyewa tidak dapat melakukan 
permohonan Hak pakai dari Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding, karena 
kedudukan Pihak hanya sebagai Penyewa Tanah dan Bangunan dari pemegang 
Hak Guna Bangunan nomor 426/Kepanjen. Penguasaan tanah secara sewa, tidak 
melahirkan hak kepemilikan.  
Pemegang Hak Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding dapat 
mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan karena memenuhi syarat syarat 
sebagai pemegang Hak Guna Bangunan, sejauh tanah dan bangunan tersebut 
belum dialihkan ke pihak lain maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku tanpa diperlukan rekomendasi atau persetujuan 
dari Pihak Penyewa atau Kepolisian. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The dispute arise in Jombang between lessee, Jombang Departmental 
(Resort) Police of the Republic of Indonesia and Sukartiko Tandyadjaja as a 
lessor. The conflict begins from state lands of Eigendom Verponding leasing 
agreement number 4888, located at Jalan Kyai Haji Wackhid Hasyim, Kepanjen 
Village, Jombang sub district, Jombang District.  
In this thesis, the Author wants to analyze whether the lessee can apply for 
the Right to Use Title from state lands of Eigendom Verponding and whether the 
Building Rights Titlecan be extendedand granted to holder of state landsof 
Eigendom Verponding.  
Research methodology that will be used is normative juridicial research, 
which conducting by observasing the library to obtain secondary data, searching 
and collecting data by two approaches, the law approach and the conceptual 
approach.  
The results indicate that the lessee cannot apply for Right to Use Title 
from the state lands of Eigendom Verponding because the position of the Party is 
only as a Land and Building Tenant from the holder of Building Rights Title 
number 426/Kepanjen. Leasing land does not make to ownership rights.  
The holders of State Land Rights Former Eigendom Verponding can apply 
for Building Rights Title because fulfill the requirements as a Building Use Right 
holder as far as the land and the building have not been transferred to another 
party, so can be processed in accordance with applicable laws and regulations 
without recommendations or approval from the lessee or the Police. 
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KESIMPULAN 
 
1. Bahwa Penyewa tidak dapat melakukan permohonan Hak pakai dari Tanah Negara 
Bekas Eigendom Verponding, karena kedudukan Pihak hanya sebagai Penyewa Tanah 
dan Bangunan dari pemegang Hak Guna Bangunan nomor 426/Kepanjen. Penguasaan 
tanah secara sewa, tidak melahirkan hak kepemilikan, berdasarkan Pasal 41 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan 
atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik 
orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian 
dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan 
Undang-Undang ini. 
 
2. Prosedur pemberian hak atas tanah yang dikuasai Negara diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai Tata 
Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Pemberian Hak 
 
Atas Tanah meliputi “pemberian, perpanjangan jangka waktu, dan pembaharuan Hak 
Atas Tanah”. Hal ini disebutkan dalam Bab I Pasal 1 poin nomor 5 Peraturan Menteri 
tersebut. Di samping itu pemerintah mengeluarkan kebijakan atas tanah asal konversi 
Hak-hak Barat. Adalah Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok 
Kebijaksanaan dalam 
Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. Keprres ini antara 
lain memberi prioritas bagi rakyat yang menduduki atau yang telah menduduki dan 
menjadikan suatu wilayah perkampungan, untuk mengajukan Hak Atas Tanah Bekas Hak 
Barat tersebut. Bahwa pemegang Hak Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding 
dapat mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan karena memenuhi syarat syarat 
sebagai pemegang Hak Guna Bangunan, sejauh tanah dan bangunan tersebut belum 
  
dialihkan ke pihak lain maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku tanpa diperlukan rekomendasi atau persetujuan dari Pihak Penyewa. 
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